PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 23 TAHUN 1980
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN CIPONGKOR, KATAPANG, IBUN, MARGA ASIH,

NGAMPRAH, KERTASARI, CIKANCUNG MASING-MASING

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANDUNG DAN KECAMATAN SERANG

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BEKAS
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA BARAT

Presden Republik Indonesia,

a bahwa sgak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Sindangkerta di Cipongkor,

=

Perwakilan Kecamatan Pameungpeuk di Katgpang, Perwakilan Kecamatan
Paseh di Ibun, Perwekilan Kecamatan Batujgjar di Marga Ash, Perwakilan
Kecamatan Paddarang di Ngamprah, Perwakilan Kecamatan Pecet di
Kertasari, Perwakilan Kecamatan Cicalengka di Cikancung masing- masing di
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung dan Perwakilan Kecaméatan Cibarusa
d Serang di Kabupaten Dagrah Tingkat |l Bekad, ternyata telah
menunjukkan hasil-hasil yang postip antara lain dengan bertambah lancarnya
penydenggaraan tugastugas Pemerintahan dan pembangunan di wilayah
wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pembangunan ekonomi
lokd;

bahwa berdasarkan ha-hd tersebut di atas dan untuk kelancaran tugas- tugas
penydenggaraan Pemerintahan dan  pembangunan mesing-mesing  di
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bekas ddam wilayah Proping Daerah Tingkat | Jawa Barat,dipandang perlu
untuk membentuk 8 (delapan) Kecamatan ddam Wilayah Proping Daerah
Tingkat | Jawa Bardt;

Pasdl 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Daam Lingkungan Jawa Bardt;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN-KECAMATAN  CIPONGKOR, KATAPANG, IBUN,
MARGA ASIH, NGAMPRAH, KERTASARI, CIKANCUNG MASING-
MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT |I BANDUNG DAN
KECAMATAN SERANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
BEKASI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA
BARAT.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Sindangkerta di Cipongkor di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung,
ditetapkan menjadi Kecamatan Cipongkor, meliputi wilayah :

N o RN ST o )

Desa Cicangk
Desa Citdem;
Desa Cijenuk;

anghilir;

Desa Cipongkor;
Desa Cijambu;
Desa Cibenda

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Pameungpeuk di Katgpang di Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung,
ditetapkan menjadi Kecamatan Katapang, meliputi wilayah :
Desa Parungserab;

PO oTw

DesaCingcin,

Desa Gandasoli;

Desa Sukagd

ih;

Desa Katapang.

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Paseh di 1bun di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung, ditetapkan menjadi
Kecamatan I bun, meliputi wilayah :

PO T

DesaTaun,
Desa Cibedt;
Desa Dukuh;
Desalbun;

Desa Pangguh.

Pasal 4

Perwakilan Kecamatan Batujgjar di Marga Asih di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung, ditetapkan
menjadi Kecamatan Marga Asih, meliputi wilayah
a DesaNanjung;
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Desa Rahayu;
Desa Lagadar;
Desa Cigondewah;
DesaMarga Ash.
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Pasal 5

Perwakilan Kecamatan Padalarang di Ngamprah di Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung, ditetapkan
menjadi Kecamatan Ngamprah, meliputi wflayah:

Desa Bojongkoneng;

Desa Cimanggy,

Desa Ciharashes,

Desa Cimareme;

Desa Cilame;

Desa Tanimulya;

DesaNgamprah.
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Pasal 6

Perwakilan Kecamatan Pacet di Kertasari di Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung, ditetapkan
menjadi Kecamatan Kertasari mdiputi wilayah:

a DesaSukapurg;

b. DesaSantosy

c. DesaCibeureum.

Pasal 7

Perwakilan Kecamatan Cicalengka di Cikancung di Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bandung, ditetapkan
menjadi Kecamatan Cikancung meliputi wilayah :

Desa Cikasungka;

Desa Cihanyir;

Desa Ciluluk;

Desa Tanjunglaya;

Desa Cikancung.
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Pasal 8

Perwakilan Kecamatan Cibarusa di Serang di Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bekas, ditetapkan menjadi
Kecamatan Serang, mdliputi wilayah :

Desa Sukasgjati;

Desa Sukadami;

Desa Sukasari;

Desa Smagjaya;

Desa Nagasari;

Desa Sukamah;

Desa Jayasampurna

Q@ropopow
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Pasal 9

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipongkor berkedudukan di Cipongkor.
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Katapang berkedudukan di Katapang.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan | bun berkedudukan di [bun.

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marga Asih berkedudukan di Marga Asih.
(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngamprah berkedudukan di Ngamprah.
(6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kertasari berkedudukan di Kertasari.

(7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cikancung berkedudukan di Cikancung.
(8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Serang berkedudukan di Serang.

Pasal 10
Setigp perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasd 1, Pasal 2, Pasd 3, Pasd 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasdl 7, Pasdl 8, baik karena pemekaran, penggabungan maupun pengahapusan sepanjang
tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kecamatan, ditetgpkan olen Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 11

Segala s=suatu yang berkenaan dengan dan sebagal akibat daripada pembentukan 8 (delgpan)
Kecamatan dalam wilayah Proping Daerah Tingkat | Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Barat dengan memperhitungkan
kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggd diundangkan.
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Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 9 Juli 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta

padatanggal 9 Juli 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 37


http://www.djpp.depkumham.go.id

